SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI\,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Angka 3 Undang-

1.

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nopotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban
untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum
dan sesudah menjabat;

.bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tatacara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati
Morowali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Morowali sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan dalam pelaporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3581);

Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman
dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 752);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MOROWALL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

|

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Morowali yang menjalankan fungsi eksekutif, legelatif, atau
yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta Kekayaan adalah harta benda beupa benda begerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara



10.

L.

12
13.
14.

15.

(1)
(2)

Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara,
baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau
pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara
memangku jabatan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat
LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya
tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.

e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan
LHKPN.

Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara
kepada KPK.

Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara
kepada publik.

Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah
pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi untuk mengelola aplikasi e-
LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja,
adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi untuk
mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit Kerjanya pada masing-
masing Perangkat Daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Daerah adalah Kabupaten Morowali.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yakni pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara
Negara,

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabat.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
¢ wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya
jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan
atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sengaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan
secara priodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal
31 Desember tahun laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam
jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

Pasal 5

(1) Penyelenggara Negara Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi administrative
berupa sanksi displin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Displin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Tata Cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN
Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), terdiri
dari:
a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
b. Wakil Koordinator I LHKPN adalah Inspektur Daerah;
c. Wakil Koordinator II LHKPN adalah Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi kepegawaian;
d. Administrator LHKPN Instansi adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Koordinator LHKPN sebagai Admin Instansi.



€.

Administrator Unit Kerja adalah pejabat yang ditunjuk oleh unit kerja
sebagai Admin Unit Kerja.

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

b.

Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK daiam hal monitoring

dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan

mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN

melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Administrator bertugas untuk:

1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib
LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun,;

2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1)
ke dalam Aplikasi e-LHKPN;

3) mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Daerah untuk mematuhi
kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan

4) memiliki peran membuat akun admin unit Kerja, melakukan
verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data
wayjib lapor.

Pasal 7

(1) Setiap Perangkat Daerah membentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi
e-LHKPN dengan mempertimbangan jumlah Wajib LHKPN pada Perangkat
Daerah.

(2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), bertugas:

o gp

membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;

membuat/Update daftar wajib lapor;

melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan

memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit
Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat
Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 07); dan

b. Peraturan Bupati Morowali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kabupaten Morowali (Berita
Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 037), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 Februon 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 1 Wbruan 2022

BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR : O%

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19820602 200604 1 005



